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PUTUSAN
Nomor 0190/Pdt.G/2015/PA.Blu
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan
SMP, tempat kediaman di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten
Way Kanan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat
kediaman di Kecamatan Bumi Agung, kabupaten Way Kanan,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara
sebagaimana Putusan Sela Nomor: 0146/Pdt.G/2015/PA Blu tanggal 19 Oktober 2015
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menetapkan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah

tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
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2 Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan
bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan kesediannya untuk
mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, dengan tanpa dihadiri oleh
Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis menyatakan bahwa pertimbangan dalam putusan ini
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam putusan sela
Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Blu tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan
patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi
tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus
diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
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berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Karsiman
bin Sugiman;

Menimbang, bahwa alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal
285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan pasa 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa perkawinan dibuktikan dengan akta
nikah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara
aquo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat
(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama (Sunarto bin Yanto),
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan
Penggugat, saksi Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena Tergugat sering
berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan suka memukul;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat hanya dapat dibuktikan dengan

keterangan satu orang saksi, sedangkan keterangan satu orang saksi tidak bisa dianggap
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sebagai saksi (unus testis nulus testis) dan hanya merupakan bukti permulaan, sehingga
alat bukti saksi tersebut harus ditambah dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak sanggup
untuk menghadirkan saksi lagi dan menyatakan siap untuk bersumpah atas gugatannya
tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Penggugat
melakukan sumpah tambahan (suplatoir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan keterangan 1 (satu) orang
saksi Penggugat serta sumpah tambahan (suplatoir) yang diucapkan Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain telah terbukti fakta kejadian sebagai
berikut:

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun
2013;

2 Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berkata
kasar kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam bahkan suka menampar
Penggugat;

4 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 September 2015
yang lalu;

5 Bahwa saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas,

maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;
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e Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat
diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan, Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki
kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan
tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal;

e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya
karena Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan
rumah tangganya dan Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk

bercerai dengan Tergugat, maka tidak

ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah
sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan
kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat
diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan
perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak

mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fighiyyah yang
dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi

sebagai berikut:

Artinya :  “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap
kemashlahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di

atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116 huruf (f) maka gugatan

Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat

patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan

Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat
(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu

ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan
ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu
diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi
tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat

dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan
dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
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4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 991.000,-
(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Nopember Masehi, bertepatan dengan
tanggal 06 Muharam 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Ali Sofwan, sebagai Ketua Majelis, H.
Rohmat, S.Ag MH.. H.M Kusen Raharjo, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu Drs. Yulianto. Z sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Sofwan
H. Rohmat, S.Ag. MH.

Hakim Anggota,

H.M. Kusen Raharjo, SHI.,MA

Panitera Pengganti,
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Drs. Yulianto .Z.

Perincian biaya :

—

Pendaftaran |Rp  30.000,-

Proses Rp  50.000,-
Panggilan Rp 900.000,-
Redaksi Rp 5.000,-
Meterai Rp 6.000,-
Jumlah Rp 991.000,-

| B W o
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Setelah Salinan Penetapan ini di periksa
Dan dicocokan dengan aslinya
Ternyata salinan ini sesuai dengan aslinya
Sungai Penuh, 08 September 2009
PANITERA,

HAMDI MS, S.Ag
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